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The topic on state protection of indigenous peoples' rights in
land management for public interest in autonomous regions
represents an intersection between agrarian law, constitutional
law, customary law, and decentralized public policy. This study
highlights the tension between the state's constitutional
obligation to protect customary law communities (Article 18B
paragraph 2 of the 1945 Constitution) and the drive for
economic and infrastructure development. Using a normative
Juridical legal research method with statutory, conceptual, and
case study approaches (specifically focusing on Tahura | Gusti
Ngurah Rai Bali), this study examines how positive law
guarantees customary land rights when confronted with public
interest development and environmental conservation. The
findings reveal a structural paradox between constitutional
recognition and weak administrative implementation in
decentralized regional autonomy. Public land acquisition
frequently disregards customary rights (Tanah Druwe) due to
cumbersome local administrative recognition requirements. To
resolve this legal gap, this article proposes: (1) Mandatory
enforcement of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC); (2)
Formal recognition and registration of customary land maps
through regional regulations; and (3) Reconstructing land
acquisition regulations into an inclusive, participatory, and
co-management framework.
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Topik perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat
dalam pengelolaan tanah untuk kepentingan umum dalam era
otonomi daerah merupakan persilangan antara hukum agraria,
hukum tata negara, hukum adat, dan kebijakan publik
terdesentralisasi. Isu ini menonjolkan ketegangan antara
kewajiban konstitusional negara melindungi masyarakat adat
(Pasal 18B ayat 2 UUD 1945) dan dorongan pembangunan
ekonomi nasional maupun daerah. Penelitian yuridis normatif
ini bertujuan  menganalisis  keseimbangan  antara
pembangunan dan penghormatan terhadap hak asasi
masyarakat adat melalui pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan kasus (studi kasus Tahura | Gusti Ngurah Rai
Bali). Hasil penelitan menunjukkan adanya paradoks
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struktural antara pengakuan konstitusional dan lemahnya
implementasi di lapangan. Pengadaan tanah untuk
kepentingan publik sering mengabaikan hak-hak tradisional
(Tanah Druwe) akibat rumitnya syarat pengakuan administratif
di daerah. Artikel ini merekomendasikan: (1) Penegakan
prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC); (2)
Pengesahan dan pendaftaran komunal peta tanah ulayat oleh
Pemerintah Daerah; dan (3) Rekonstruksi requlasi pengadaan
tanah yang inklusif, partisipatif, serta mengedepankan pola
kemitraan pengelolaan (co-management).

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah kerap mempertemukan kepentingan
pembangunan infrastruktur dan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi
masyarakat hukum adat (KMHA) beserta hak ulayatnya (lzka, Hartati & Rahayu,
2024: 117). Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjamin pengakuan terhadap
KMHA, dalam praktiknya masih terjadi kesenjangan antara norma konstitusi (das
Sollen) dan realitas lapangan (das Sein) (Subawa et al., 2025: 79; Selfianus, 2026:
11). Data AMAN dan KPA (2024-2025) mencatat eskalasi sengketa tanah adat, di
mana pada tahun 2025 terjadi 135 kasus perampasan tanah adat seluas 3,8 juta
hektare yang dipicu oleh pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional
(PSN) tanpa pendaftaran tanah komunal secara formal (Karto & Haryono, 2026:
453).

Di Provinsi Bali, permasalahan ini mengemuka pada kawasan Taman Hutan
Raya (Tahura) | Gusti Ngurah Rai seluas 1.373-1.375 hektare di Bali Selatan
(Widnyana, Bela & Husnayaen, 2024: 167). Selain mengalami tekanan ekologis alih
fungsi lahan dan pembangunan pariwisata (Wardana, 2017: 57; Partama et al.,
2024: 649), kawasan konservasi ini berbenturan dengan penguasaan tanah ulayat
(Tanah Druwe Desa Adat). Konflik yuridis terjadi karena pemerintah sering
menganggap tanah yang belum tersertifikasi sebagai 'tanah negara' (Suyadi, 2024
97; Endah Pertiwi et al., 2025: 87), lambatnya penerbitan Perda Pengakuan Adat
oleh Pemda berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 (Sutadi, 2018: 49), serta belum
diintegrasikannya prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) (Wardana, 2017:
63; Komnas HAM, 2016: 33). Temuan sidak DPRD Bali (2025-2026) mengenai
dugaan alih fungsi komersial di Tahura (Hamid & Suryana, 2024: 4739; Kadir,
Dungga & Mustika, 2025: 8110) mempertegas pentingnya penelitian ini untuk
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menganalisis harmonisasi regulasi, kepastian hukum Tanah Druwe, dan rekonstruksi
norma pengadaan tanah berbasis kemitraan (co-management).
METODE

Penelitian hukum vyuridis normatif (doctrinal research) ini menganalisis
konsistensi norma dan hierarki regulasi pertanahan (Zainuddin & Karina, 2023: 115;
Benuf & Azhar, 2020: 27). Pendekatan yang digunakan meliputi: Statute Approach
(mengkaji Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, UUPA No. 5/1960, UU No. 2/2012 jo. PP No.
39/2023, UU No. 23/2014, dan Perda Bali No. 4/2019) (Rakhmawati et al., 2019:
297); Conceptual Approach (mengkaji doktrin hak ulayat, Rechtsstaat, dan FPIC)
(Yanova, Komarudin & Hadi, 2023: 395); serta Case Approach (menganalisis kasus
Tahura Ngurah Rai Bali dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012) (Halim & Indrianto,
2022: 105; Tahir et al., 2023: 11). Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan
melalui studi kepustakaan (library research) (Puswanda, 2019: 17; Ahmad et al.,
2024: 35) dan dianalisis secara kualitatif-deduktif.

PEMBAHASAN
1. Sinkronisasi Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan Perda dalam Pengadaan

Tanah Adat
Jaminan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bersifat pengakuan bersyarat
(conditional recognition) yang mewajibkan adanya produk hukum daerah (Perda/SK
Kepala Daerah) untuk mengesahkan keberadaan masyarakat adat (Subawa et al.,
2025: 79; Handika, 2025: 45). Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
syarat administrasi ini memicu kerentanan: tanah ulayat yang belum ditetapkan
melalui Perda dikualifikasikan secara sepihak sebagai 'tanah negara', sehingga
hak-hak adat diabaikan dalam musyawarah dan ganti rugi (Siregar & Sembiring,
2025: 7; Permata, 2025: 121). Meskipun Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 telah
menegaskan bahwa 'Hutan Adat adalah Hutan Hak, Bukan Hutan Negara'
eksekusinya di era otonomi terhambat karena Pemda enggan menerbitkan Perda
demi mempermudah alokasi investasi daerah (Handika, 2025: 45; Sutadi, 2018: 49).
Disharmonisasi antara UU Kehutanan, UU Pengadaan Tanah (UU No. 2/2012), PP
No. 39/2023, dan regulasi daerah membuat bukti kepemilikan komunal adat sering

kalah oleh sertifikasi formal negara (Tandori & Supriyanto, 2025: 381).
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2. Implikasi Otonomi Daerah terhadap Proteksi Tanah Druwe di Tahura Ngurah
Rai Bali

Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi Pemprov Bali mengelola
Tahura Ngurah Rai, namun pendelegasian ini memunculkan ketidakharmonisan
regulasi dengan tata kelola tanah adat (Asrini & Adnyani, 2023: 83; Mambay, 2025:
103). Tanah komunal Desa Adat (Tanah Druwe) di pesisir Tahura telah diakui secara
yuridis melalui Kepmen ATR/BPN No. 276/KEP-19.2/X/2017 dan Perda Bali No.
4/2019 tentang Desa Adat (Sastrawan et al., 2018: 93; Tarigan, 2025: 51). Namun,
penetapan sepihak zonasi Tahura dan pemanfaatan komersial pariwisata sering
memasukkan kawasan Tanah Druwe tanpa mekanisme FPIC (Wiryani &
Febriansyah, 2025: 65; Suparsa & Widnyana, 2017: 59). Pendekatan pengadaan
tanah yang hanya memberikan kompensasi ganti rugi finansial terbukti gagal
melindungi nilai magis-religius, fungsi sosial, dan kelestarian ekologis tanah adat

yang terkonversi secara permanen (Madeline, 2025: 112; Komnas HAM, 2016: 33).

3. Perlindungan Negara dan Rekonstruksi Pengadaan Tanah Berbasis
Co-Management

Rekonstruksi perlindungan tanah adat dalam pengadaan tanah publik
memerlukan empat instrumen utama: (1) Penegakan Prinsip FPIC, wajib
mengikutsertakan masyarakat adat dalam konsultasi substantif sebelum alokasi
ruang ditetapkan (Wardana, 2017: 63; Permata, 2025: 121); (2) Pendaftaran Peta
Wilayah Adat, Pemda dan BPN harus mengesahkan pendaftaran komunal Tanah
Druwe berdasarkan Kepmen ATR/BPN No. 276/2017 untuk mencegah klaim tanah
negara (Sastrawan et al., 2018: 93; Tarigan, 2025: 51); (3) Kemitraan Konservasi
(Co-Management), mengganti mekanisme pelepasan hak mutlak dengan skema
pengelolaan bersama antara Pemda, Pengelola Tahura, dan Desa Adat yang
mengakui Awig-awig/Pararem sebagai instrumen konservasi (Adnyani & Dantes,
2022: 61; Perda Bali No. 4/2019); serta (4) Sinkronisasi Tata Ruang
(RTRWP/RTRWK), menetapkan zonasi pemanfaatan adat secara eksplisit untuk
mencegah konversi lahan konservasi menjadi fasilitas komersial swasta (Mahadewi,
2025: 612; Perda Bali No. 2/2023).
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PENUTUP

Kesimpulan: (1) Pengakuan bersyarat (conditional recognition) dalam Pasal
18B ayat (2) UUD 1945 memicu kelemahan yuridis di era otonomi daerah, di mana
tanah ulayat tanpa Perda penetapan diklaim sebagai 'tanah negara' untuk
kepentingan publik; (2) Pengadaan tanah di Tahura Ngurah Rai Bali belum
memberikan proteksi optimal terhadap Tanah Druwe karena masih didominasi
pendekatan ganti rugi finansial yang mengabaikan nilai magis-religius dan
keberlanjutan hak komunal.

Saran: (1) DPR dan Pemerintah perlu mempercepat pengesahan RUU
Masyarakat Hukum Adat sebagai undang-undang payung (umbrella act); (2)
Pemprov Bali dan BPN wajib mengakselerasi pendaftaran komunal Tanah Druwe;
serta (3) Pengelola Tahura harus menerapkan prinsip FPIC dan mengadopsi pola

pengelolaan bersama (co-management) dengan Desa Adat.
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